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Abstract : Loss of ownership of land used as mortgage collateral can
pose certain legal problems. UUHT Article 18 paragraph (1) letter
d states that a morigage becomes void if the property rights pledged
on the ifem are lost. Even if the morigage is removed, the debft
agreement or bill befween the credifor and the debfor remains
valid. Since the guarantee of legal profection provided is general
and not specific, this circumstance can be detfrimental fo the
mortgagee if the debfor is unable fo fulfill his obligations. This study
uses normative legal research methods with reference fo various
related legal regulations and liferature studies. The results of this
study are expected fo provide a betfer understanding of how the
law governs these situations and provide recommendations for
improvement or enhancement of legal protection for credifors in
such cases. It can be concluded that the loss of property rights on
land that is used as mortgage collateral also aftects the loss of
morigage rights. In this situation, the credifor has several options
for resolving his claim. This includes allowing the debfor fo apply
for compensation for loss of property rights fo the local district
court, and making a loan agreement addendum for changes in
collateral and enforcement of other assets that require the consent
of both parties or execute other property owned by the debtor. If
the negotiation process cannot be reached, the credifor can take
legal action by filing a lawsuit through the courf process.
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Abstrak : Kehilangan kepemilikan atas tanah yang digunakan
sebagai jaminan hipotek dapat menimbulkan masalah hukum
tertentu. UUHT Pasal 18 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa suatu
hipotek menjadi batal apabila hak milik yang dijaminkan atas
barang itu hilang. Sekalipun hipoteknya hapus, perjanjian hutang
atau tagihan antara kreditur dan debitur tetap sah. Karena jaminan
perlindungan hukum yang diberikan bersifat umum dan tidak
khusus, maka keadaan ini dapat merugikan penerima hipotek jika
debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
mengacu pada berbagai peraturan hukum terkait dan studi
pustaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum mengatur
situasi ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau
peningkatan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus
seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa hilangnya hak milik atas
tanah yang dijadikan jaminan hipotek juga mempengaruhi
hilangnya hak tanggungan. Dalam situasi ini, kreditur mempunyai
beberapa pilihan untuk menyelesaikan tuntutannya. Hal ini
termasuk mengizinkan debitur untuk mengajukan permohonan
ganti rugi atas hilangnya hak milik ke pengadilan negeri setempat,
dan membuat adendum perjanjian pinjaman untuk perubahan
agunan dan penegakan aset lainnya yang memerlukan persetujuan
kedua belah pihak atau mengeksekusi harta kekayaan lain yang
dimiliki oleh debitur. Apabila proses negosiasi tidak dapat tercapai,
kreditur dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan
gugatan melalui proses pengadilan.

Kata Kunci : Kreditur, Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum
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PENDAHULUAN

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai tempat
penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Peran bank sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang -
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (disingkat UU Perbankan) adalah sebagai pemberi dana kepada masyarakat dalam
bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk mendukung kegiatan usaha para nasabah atau debitur.

Secara umum, untuk menambah dukungan dalam sektor ekonomi dan bisnis tambahan
dana tentunya diperlukan untuk mendukung aktivitas atau kegiatan tersebut. Bank menghimpun
dana masyarakat melalui simpanan dan menyediakan kredit kepada masyarakat. Dalam konteks
perbankan, penyediaan uang atau tagihan yang wajib dibayarkan dengan adanya kesepakatan
antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman antara pihak bank dan pihak lainnya disebut
dengan kredit.

Perkreditan dalam perbankan menjadi salah satu usaha penopang utama dalam perbankan.
Hal tersebut terjadi karena kredit merupakan penopang utama dalam usaha perbankan.
Pendapatan terbesar didapatkan oleh bank dalam bentuk kredit yang nantinya dalam sistem kredit
tersebut terdapat bunga yang harus dibayarkan. Pemberian kredit terjadi setelah adanya
persetujuan tertulis, biasanya dalam bentuk kontrak kredit, antara kreditur (bank) dan debitur.

Kepemilikan tanah biasanya dijadikan jaminan pada bank sebagai alat untuk menjamin
pelunasan utang melalui penjualan yang disebut lelang, apabila debitur tidak mampu memenuhi
kewajibannya. Namun langkah-langkah tersebut merupakan tindakan terakhir setelah upaya
penyelesaian atau peringatan damai sebelumnya. Jaminan hipotek dianggap paling efektif dan
aman dalam konteks ini, terutama bila menyangkut hak atas tanah. Hak milik tanah yang
digunakan sebagai jaminan yang dirampas akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari,
seperti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT, hak tanggungan akan berakhir
apabila hak atas tanah itu hilang. Namun perjanjian penagihan dan penagihan utang antara
kreditur dan debitur tetap sah meskipun debitur tidak dapat melunasi utangnya pada tanggal yang
disepakati. Keadaan ini dapat merugikan pemegang hak gadai karena perlindungan hukum yang
diberikan hanya bersifat umum dalam hal pelunasan saja.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan
dengan permasalahan tersebut.

Rumusan masalah dari judul penelitian di atas yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum hak tanggungan akibat hapusnya hak milik atas tanah sebagai
objek jaminan?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan setelah
hapusnya hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan?

Adapula tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu dengan menghilangnya hak milik atas
tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan, penting untuk memahami konsekuensi hukum
terhadap kedudukan hak tanggungan. Kehilangan hak milik dapat berdampak pada posisi hukum
pemegang hak tanggungan dan pada hak tanggungan itu sendiri.

Penelitian ini menjadi kontribusi penting di bidang Hukum Perdata, terutama terkait
dengan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam konteks penghilangan hak milik atas tanah
yang menjadi objek jaminan hak tanggungan. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya
memperluas pengetahuan dan pemahaman penyusun, tetapi juga memberikan kontribusi berharga
bagi pembaca umum. Lebih lanjut, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, sehingga perlindungan hukum
terhadap kreditur akibat hilangnya hak milik atas tanah sebagai jaminan hak tanggungan dapat
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian dengan metode yuridis normatif
untuk menunjang data yang digunakan untuk penelitian yaitu dengan cara melakukan penelitian
kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku teori yang relevan.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang yang
digunakan sebagai sarana pemahaman terhadap data penelitian.

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer yaitu
KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Kemudian bahan
hukum sekunder yaitu bahan bacaan yang relevan dengan penelitian dan bahan hukum tersier
yang berupa kamus hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik kepustakaan yaitu pengumpulan
data yang terdapat pada bahan hukum kemudian diolah secara kualitatif dari berbagai literatur
dan dikumpulkan menjadi satu untuk pemenuhan data penelitian.

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif
berdasarkan dari data penelitian yang disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengertian Pasal 4 UUPA UUPA, tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah,
sebaliknya, mencakup bagian tertentu dari permukaan bumi dalam dua dimensi: panjang dan lebar
(Harsono 2007). Hipotek sebagai salah satu bentuk jaminan atas real estat diatur dalam Pasal 4
Ayat 1 Undang-~Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hipotek Real Estat dan Barang-Barang Yang
Berhubungan Dengan Real Estat (UU 4/1996). Pendaftaran hak tanggungan dilakukan pada
Kewenangan Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan (KPHPHT) dan pemilik barang yang
digadaikan harus mendapat persetujuan tertulis. Dalam tata cara ini dibuat sertifikat pengikatan
jaminan di hadapan notaris.

Hipotek memberikan jaminan kepada kreditur atas properti debitur dan memungkinkan
kreditur untuk mengambil alih kepemilikan properti jika debitur tidak mampu membayar
utangnya. Selain itu, KPR memberikan kepastian dan keamanan hukum pada saat memperoleh
pinjaman. Dalam industri perbankan, hak tanggungan lazim digunakan sebagai jaminan atas
kredit properti, misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kredit investasi real estafe. Namun,
persyaratan tertentu harus dipenuhi. Misalnya, real estat memerlukan sertifikat kepemilikan atau
hak untuk menggunakan properti tersebut dan tidak dapat diganggu gugat. Jika kreditur
mengambil alih hak milik karena debitur tidak sanggup membayar utangnya, maka kreditur harus
menjual harta itu untuk melunasi utang debitur. Saat menjual rea/ estate, kreditur harus terlebih
dahulu membayar sisa utang debitur. Walaupun hipotek memberikan kepastian dan keamanan
hukum, namun kreditor dan debitur harus mendapat izin tertulis dari pemilik properti sebelum
hipotek dapat didaftarkan pada KPHPHT.

Apabila terjadi perselisihan, upaya hukum dapat dilakukan melalui litigasi perdata di
pengadilan setempat. Selain hak gadai properti, terdapat juga hak gadai properti khusus, misalnya
hak gadai properti pada pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Transaksi pinjaman yang
melibatkan KPR khusus harus mematuhi peraturan mengenai jenis KPR yang digunakan. Secara
ringkas dapat dikatakan bahwa KPR memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam usaha
peminjaman. Pemberi pinjaman dan debitur harus mengetahui ketentuan Undang-undang 4
Tahun 1996 dan memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik barang sebelum mendaftarkan
hipotek. Apabila hak milik atas tanah itu batal, maka hak tanggungannya tetap ada, tetapi bila pada
akhir jangka waktu tidak dialihkan, maka dapat batal.

Pelanggaran terhadap hipotek dapat mengakibatkan sanksi berupa ganti rugi atau
pengampunan utang sesuai dengan Pasal 24 UU 4 Tahun 1996. Dalam praktiknya, hipotek
digunakan dalam transaksi pinjaman bank dan mewakili jaminan yang kuat. Bank harus mematuhi
ketentuan hukum untuk melindungi hak debitur. Pemahaman yang baik tentang undang-undang
hipotek dan implikasi hukumnya dapat membantu kreditur dan debitur melakukan transaksi kredit
dengan lebih baik dan mengurangi potensi risiko.

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian khusus antara bank sebagai kreditur dengan
nasabah sebagai debitur dan bersifat mengikat. Walaupun KUH Perdata Jilid 3, KUH Perdata
Perancis, dan KUH Perdata Belanda masing-masing tidak menjelaskan secara tegas kewajiban-
kewajibannya, namun akad adalah suatu hubungan hukum antara badan-badan hukum yang
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mana debitur berkewajiban kepada kreditur untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Berikut ketentuan yang didefinisikan sebagai perjanjian tertentu.

Kontrak ini mencakup hubungan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban
dari harta debitur. Misalnya, kewajiban hak asuh anak orang tua tidak termasuk dalam jaminan.
Perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 BW adalah jaminan umum yang
menetapkan kewajiban debitur untuk mengembalikan uang dan bunga kepada kreditur.
Kedudukan kreditur hipotek sangat penting dalam hukum perdata. Sebagai bagian dari perjanjian
kredit, hipotek memberikan jaminan kepada kreditur bahwa jika debitur tidak mampu memenuhi
kewajibannya, maka kreditur dapat menyita dan mengambil keuntungan dari barang yang
dijaminkan. Hak tanggungan ini juga menjamin kepastian hukum, namun kreditur harus
mengikuti prosedur hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak pihak lain. Jika hak milik
atas tanah yang digadaikan berubah atau hilang, kreditur tetap berhak menuntut pelunasan
utangnya.

Proses penegakan hukum harus mematuhi persyaratan hukum dan menghormati hak
pemilik properti baru. Penjualan tanah sebagai jaminan harus dilakukan secara transparan dan
adil untuk melindungi hak-hak debitur. Selain itu, dapat dilakukan pencegahan dengan
mencantumkan Surat Kuasa dalam Surat Penugasan Anda (APHT). Hal ini memberikan pemegang
hipotek kekuatan untuk mempertahankan tujuan hipotek jika diperlukan.

Peristiwa yang dapat mempengaruhi nilai hipotek, seperti pengabaian atau perubahan
kepemilikan memerlukan tindakan pencegahan. Pembatalan hipotek setelah hapusnya hak milik,
harus dilakukan secara administratif dengan menghapus notasi atau hak milik hipotek, tetapi
hipotek yang dibatalkan tidak mempunyai akibat hukum.

Dalam keadaan dimana kepemilikan real estate sebagai jaminan hilang, kreditur dapat
mencari aset debitur yang lain, mengajukan gugatan ke pengadilan, melakukan negosiasi
restrukturisasi utang, atau meminta utang kepada pihak ketiga. Hal tersebut dapat dijual atau
mengambil tindakan hukum lebih lanjut dan kreditor disarankan untuk mencari nasihat hukum
profesional untuk memahami persyaratan hukum setempat dan mengambil langkah-langkah yang
tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Hak tanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan penting dalam transaksi
perkreditan atau real estat, yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh kembali
tanah debitur jika utangnya tidak dibayar. Meskipun hak gadai tetap berlaku meskipun hak atas
tanah hilang, namun perlu untuk memperluasnya kepada pihak lain untuk melindungi hak-
hak tersebut. Pemberi pinjaman dapat menggunakan tanah sebagai jaminan dengan
menjadikannya subjek hak gadai. Meski memberikan kepastian hukum, namun perselisihan
masih bisa timbul dan kreditor serta debitur harus memahami ketentuan UU 4/1996 dan harus
mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah sebelum mendaftarkan hak tanggungan ke
KHHPHT. Dalam transaksi kredit yang melibatkan hak gadai, penting untuk memantau jangka
waktu hak gadai dan pengalihan hak gadai sebelum habis masa berlakunya.

Hipotek sering digunakan dalam transaksi perbankan, sehingga pemberi pinjaman dapat
menggunakan tanah sebagai jaminan. Namun apabila hak guna tanah hilang maka hak
tanggungan tetap ada, namun perluasan hak guna tanah kepada kreditor baru diperlukan untuk
melindungi mereka. Perpanjangan harus dilakukan sebelum masa jabatan berakhir. Memahami
hak gadai dan konsekuensinya penting ketika melakukan transaksi yang melibatkan agunan
dalam jumlah besar. Dalam melunasi hutang debitur setelah kehilangan hak milik atas tanah
yang dijadikan jaminan, kreditor mempunyai banyak pilihan. Kreditur dapat mengambil harta
lain milik debitur untuk menjamin pembayaran atau menuntut untuk memperoleh putusan
yang memerintahkan pelunasan utangnya. Setelah ada keputusan pengadilan, tindakan
penegakan hukum seperti penyitaan aset atau pembayaran kembali pendapatan debitur dapat
digunakan. Negosiasi restrukturisasi utang, penjualan utang kepada pihak ketiga, atau
mengambil tindakan hukum tambahan seperti menyewa pengacara atau agen penagihan juga

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT HAPUSNYA HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN | 603



Firmansyah et al. 10.55681/seikat.v2i6.1069

merupakan upaya yang dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku di
yurisdiksi terkait. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat untuk
menangani kasus pemulihan utang, karena perbedaan peraturan hukum antar yurisdiksi.
B. Saran

Dalam konteks transaksi kredit dan bisnis properti, pemahaman yang mendalam tentang
Undang-Undang Hak Tanggungan sangat penting. Persetujuan tertulis dari pemilik tanah
sebelum mendaftarkan hak tanggungan harus dipastikan oleh pihak terlibat. Kreditur sebaiknya
mempertimbangkan pemindahan hak tanggungan sebelum jangka waktu berakhir, terutama
jika kepemilikan objek jaminan berubah. Mengetahui hak dan kewajiban kreditur serta debitur,
memahami ketentuan hak tanggungan yang khusus, dan mengidentifikasi risiko seperti
kerusakan jaminan juga sangat diperlukan. Selain itu, kesiapan dalam menyelesaikan sengketa,
baik melalui jalur hukum maupun alternatif seperti arbitrase atau mediasi, menjadi langkah
yang penting. Pemahaman yang kuat tentang hak gadai dan implikasi hukumnya dapat
membantu meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas transaksi. Kerja sama yang baik
antara kreditur dan debitur sangat penting untuk mengatasi hilangnya hak milik atas tanah
yang digadaikan. Kreditor harus memahami aspek hukum penyitaan kembali dan hak-hak
pemilik tanah baru. Kreditor yang telah mengubah atau kehilangan hak guna tanah hendaknya
berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang tepat. Pemegang hak gadai
juga harus aktif berupaya menjaga keberlangsungan hak gadai dan agunannya. Nasihat dari
profesional hukum yang berpengalaman penting ketika menghadapi situasi seperti ini.
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